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20 persen 

dalam 

APBN 

Periode 

2015-2019 

a. siapa 

saja 

yang 

terlibat 

dalam 

perencan

aan 

anggaran 

seperti 

dalam 

forum 

Musrenb

ang 

(Musya

warah 

Rencana 

Pemban

gunan) 

Nasional 

UURI 

Tentang 

APBN 

pada 

Tahun 

2015 

hingga 

Tahun 

2019 

tentang 

Anggaran 

Pendidika

n 

Wawancara 

dengan Jusinus 

hanya 

menghasilkan 

permintaan 

membaca 

pedoman 

penganggaran 

yang telah 

disusun 

Kementerian 

Keuangan. 

Dapat diakses 

di: 

https://anggaran.

kemenkeu.go.id/

in/post/pedoman

-proses-

perencanaan-

penganggaran-

dan-

pelaksanaan-

apbn-revisi-i 

UURI 

Tentang 

APBN pada 

Tahun 2015 

hingga 

Tahun 2019 

tentang 

Anggaran 

Pendidikan 

Wawancara: 

 

1. Justinus Prastowo, 

Staf Khusus Menteri 

Keuangan 2020-

2024 

2. Setyo Budiantoro, 

Sekretariat SDGs 

Bappenas 

3. Winuhoro, 

Kementerian Agama 

4. Nur Budi 

Haryanto, Tenaga 

Ahli DPR RI 

5. Badiul Hadi, 

Program Manager 

FITRA (Forum 

Indonesia untuk 

Transparansi 

Anggaran) 

6. Ubaidillah, 

Koordinator 

Nasional JPPI 

(Jaringan Pemantau 

Pendidikan 

Indonesia) 

7. Yuna Farhan, 

Koordinator 

International Budget 

Partnership untuk 

Indonesia 

  b. apa saja 

isu 

pendidik

an yang 

masuk 

dalam 

perencan

aan 

anggaran 

- Rancang

an 

Strategis 

Kemente

rian 

Pendidik

an dan 

Kebuday

aan 

Tahun 

2015-

2019. 

diarahkan untuk 

mencapai 

sasaran 

pokok/utama 

pembangunan 

pendidikan dan 

kebudayaan 

serta tata kelola 

dan reformasi 

birokrasi. 
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- Rancang

an 

Strategis 

Kemente

rian 

Agama 

Tahun 

2015-

2019 

 

 

8. Muhammad 

Maulana, Dosen 

FISIP Universitas 

Nasional 

 

9. Jumono, 

Koordinator 

Advokasi 

Penerimaan Peserta 

Didik Baru di 

Jakarta 

 

10. Tita Ridaya, 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan, Staf 

Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan 

2015-2017 

 

 

Link Hasil 

Observasi dan Studi 

Dokumen: 

Link kementerian 

terkait 

1. Kementerian 

Keuangan 

(Kemenkeu)   

https://www.kemenk

eu.go.id](https://ww

w.kemenkeu.go.id 

2. Kementerian 

Pendidikan, 

Kebudayaan, 

Riset, dan 

Teknologi 

(Kemdikbudriste

k)   

  c. keterkait

an 

dengan 

RPJMN 

2015-

2019. 

 RPJMN 2015-

2019 merupakan 

bagian dari 

Rencana 

Pembangunan 

Jangka Panjang 

Nasional 

(RPJPN) 2005–

2025 

 

      

2 Pengorgan

isasian 

pengangga

ran 

pendidika

n nasional 

dengan 

anggaran 

20 persen 

dalam 

APBN 

Periode 

2015-

2019.  

 

d. komunik

asi 

dalam 

pembaha

san 

RUU 

APBN 

terutama 

antara 

Presiden 

(pemerin

tah) dan 

DPR. 

Komunika

si 

dilakukan 

oleh 

pihak-

pihak 

yang 

terlibat. 

Penyusuna

n Awal 

(Tahap 

Perencana

an) 

Presiden 

bersama 

Kementeri

an 

Keuangan 

dan 
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Bappenas 

menyusun 

Kebijakan 

Ekonomi 

Makro 

dan 

Pokok-

Pokok 

Kebijakan 

Fiskal 

sebagai 

dasar 

perencana

an 

anggaran. 

Hasilnya 

berupa 

Rencana 

Kerja 

Pemerinta

h (RKP) 

yang 

memuat 

prioritas 

pembangu

nan. 

Pengajuan 

Nota 

Keuangan 

dan 

RAPBN 

Presiden 

menyamp

aikan 

Nota 

Keuangan 

dan 

RAPBN 

kepada 

DPR pada 

pertengah

an 

https://www.kemdik

bud.go.id](https://w

ww.kemdikbud.go.i

d 

3. Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Nasional 

(Bappenas)   

https://www.bappen

as.go.id](https://ww

w.bappenas.go.id 

4. Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK)   

https://www.bpk.go.

id](https://www.bpk.

go.id 

Wawancara dengan 

Jusinus hanya 

menghasilkan 

permintaan 

membaca pedoman 

penganggaran yang 

telah disusun 

Kementerian 

Keuangan. Dapat 

diakses di: 

https://anggaran.kem

enkeu.go.id/in/post/p

edoman-proses-

perencanaan-

penganggaran-dan-

pelaksanaan-apbn-

revisi-i 

 

Website-website di 

atas menyediakan 

berbagai laporan dan 

data yang relevan 

about:blank
about:blank
about:blank
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Agustus 

setiap 

tahun. 

Nota 

Keuangan 

ini disertai 

dokumen 

pendukun

g yang 

memuat 

rincian 

pendapata

n, belanja, 

dan 

pembiayaa

n negara. 

Pembahas

an 

RAPBN 

DPR 

melalui 

Komisi 

dan Badan 

Anggaran 

membahas 

RAPBN 

bersama 

pemerinta

h. Dalam 

pembahas

an ini, 

DPR 

dapat 

memberik

an 

masukan, 

meminta 

klarifikasi, 

atau 

mengusul

kan 

terkait pengelolaan 

anggaran 

pendidikan, 

termasuk alokasi 

dana 20% dalam 

APBN.  

 

Google Drive  

https://drive.google.

com/drive/folders/1

XSzhq0S7Na-

itMBF_IJShJf560E3

ivKi?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1XSzhq0S7Na-itMBF_IJShJf560E3ivKi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XSzhq0S7Na-itMBF_IJShJf560E3ivKi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XSzhq0S7Na-itMBF_IJShJf560E3ivKi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XSzhq0S7Na-itMBF_IJShJf560E3ivKi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XSzhq0S7Na-itMBF_IJShJf560E3ivKi?usp=sharing
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perubahan

. 

Penyetuju

an 

RAPBN 

Jika DPR 

menyetuju

i RAPBN, 

maka 

dokumen 

tersebut 

akan 

disahkan 

menjadi 

Undang-

Undang 

APBN. 

Namun, 

jika 

RAPBN 

tidak 

disetujui, 

pemerinta

h akan 

mengguna

kan 

APBN 

tahun 

sebelumny

a dengan 

melakuka

n 

penyesuai

an. 

Pengesaha

n oleh 

Presiden 

Setelah 

disetujui 

oleh DPR, 
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RAPBN 

disahkan 

oleh 

Presiden 

menjadi 

Undang-

Undang 

APBN, 

yang 

kemudian 

menjadi 

dasar 

pelaksana

an 

anggaran 

negara 

pada 

tahun 

berikutnya

. 

 

  e. bagaima

na alur 

pembaha

san 

berawal 

dari 

RPJMN. 

Dalam 

Peraturan 

Presiden 

Republik 

Indonesia 

Nomor 2 

Tahun 

2015 

Tentang 

Rencana 

Pembangu

nan 

Jangka 

Menengah 

Nasional 

Tahun 

2015-

2019, 

  



213 

 

 

Pasal 2 

memuat: 

(1) RPJM 

Nasional 

merupaka

n 

penjabara

n dari visi, 

misi dan 

program 

Presiden 

hasil 

Pemilihan 

Umum 

tahun 

2014. (2) 

RPJM 

Nasional 

memuat 

strategi 

pembangu

nan 

nasional, 

kebijakan 

umum, 

program 

Kementeri

an/Lemba

ga  

  h. siapa 

saja 

terlibat 

  Pihak yang 

Terlibat 

dalam 

Penyusunan 

APBN yang 

memuat 

RPJMN 

2015-2019 

yang 

kemudian 

disusun 

dalam 

anggaran 
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tahunan 

(RKA). 

 

  i. apa 

saja 

yang 

dibahas 

terkait 

dengan 

alokasi 

anggar

an dan 

progra

m 

untuk 

pendidi

kan 

 Pembahasan 

dituangkan 

dalam Matriks 

Bidang 

Pembangunan 

 

      

3 e. Pelaksana

an 

pengangg

aran 

pendidika

n nasional 

dengan 

anggaran 

20 persen 

dalam 

APBN 

Periode 

2015-

2019. .  

 

j. pelaksa

naan 

kebijak

an 

sentrali

stik 

pemeri

ntah 

nasiona

l atau 

juga 

oleh 

pemeri

ntah 

daerah 

(provin

si dan 

kabupa

ten/kot

a) 

Rencana 

Pembangu

nan 

Jangka 

Menengah 

Kementeri

an/Lemba

ga Tahun 

2015-2019 

menjadi 

bagian 

pedoman 

penyusuna

n Rencana 

Strategis 

(Renstra) 

Kementeri

an/Lemba

ga 2015-

2019. 

Pelaksana

an 

mengacu 

Penyaluran dana 

pendidikan 

sebesar 20%. 

Matriks 

Rencana 

Pembangunan 

Jangka 

Menengah 

Kementerian/Le

mbaga Tahun 

2015-2019  
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pada UU 

No. 20 

Tahun 

2003 

tentang 

Sistem 

Pendidika

n Nasional 

 f.  d. bagaima

na 

keterliba

tkan 

masyara

kat sipil 

 Kerjasama/mitra

-mitra 

pendidikan baik 

antar 

pemerintah, 

antara 

pemerintah dan 

sektor swasta/ 

kemasyarakatan, 

maupun antar 

swasta/kemasyar

akatan.  

 

 g.  e. bagaima

an 

akuntabil

itas dan 

transpara

nsi 

dalam 

pelaksan

aan 

PP No. 8 

Tahun 

2006 

Tentang 

Pelaporan 

dan 

Akuntabili

tas 

Keuangan 

Negara 

 Link 

kementerian 

terkait 

 h.      

4 e. Pengawas

an 

pengangg

aran 

pendidika

n nasional 

dengan 

anggaran 

20 persen 

dalam 

APBN. 

c. bagaima

na 

proses 

alokasi 

anggaran 

untuk 

meluask

an akses 

pendidik

an yang 

alokasi 

anggaran 

mengacu 

pada 

indikator 

kinerja 

yang telah 

ditetapkan 

dalam 

Rencana 

Pembangu
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APBN 

Tahun 

2015-

2019. 

berkualit

as 

nan 

Jangka 

Menengah 

Nasional 

(RPJMN) 

dan 

Rencana 

Strategis 

Kementeri

an 

Pendidika

n.  

 f.  d. ketepat-

sasaran, 

efektif 

dan 

efisien 

dari 

ketersera

pan 

anggaran 

di 

lapangan

. 

 Badan 

Pengawasan 

Keuangan 

(BPK) yang 

melakukan audit 

terhadap 

penggunaan 

anggaran 

 

 g.      

5 Kendala 

yang 

dihadapi 

dalam 

pengangga

ran 

pendidika

n nasional 

dengan 

anggaran 

20 persen 

dalam 

APBN 

Periode 

2015-

2019.  

c. kendala 

dari 

intenal 

pemeri

ntah 

Kendala 

internal 

pemerinta

h seperti:  

belum 

meratanya 

kualitas 

perencana

an, alokasi 

anggaran 

yang tidak 

tepat 

sasaran, 

kurangnya 

keterpadu

an, 

Kendala internal 

pemerintah 

seperti:  belum 

meratanya 

kualitas 

perencanaan, 

alokasi anggaran 

yang tidak tepat 

sasaran, 

kurangnya 

keterpaduan, 

konsistensi dan 

sinkronisasi 

perencanaan 

dengan 

penganggaran, 

Kendala 

internal 

pemerintah 

seperti:  

belum 

meratanya 

kualitas 

perencanaan

, alokasi 

anggaran 

yang tidak 

tepat 

sasaran, 

kurangnya 

keterpaduan

, konsistensi 
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konsistens

i dan 

sinkronisa

si 

perencana

an dengan 

pengangga

ran, dan 

kemampu

an SDM 

bidang 

perencana

an tidak 

cukup 

merata 

kualitasny

a 

dan kemampuan 

SDM bidang 

perencanaan 

tidak cukup 

merata 

kualitasnya 

dan 

sinkronisasi 

perencanaan 

dengan 

penganggar

an, dan 

kemampuan 

SDM 

bidang 

perencanaan 

tidak cukup 

merata 

kualitasnya 

  d. kendala 

di 

lapangan

.  

 kendala di 

lapangan, 

seperti: 

penyampaian 

informasi 

pelayanan dan 

kinerja kepada 

para pemangku 

kepentingan 

tidak diimbangi 

dengan tingkat 

pemahaman dan 

ketersediaan 

sumber daya 

yang baik, 

khususnya 

melalui 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

 

6 Solusi 

masalah 

pengangga

ran 

pendidika

solusi dari 

Pemerinta

h Pusat 

dan di 

 sinkronisasi dan 

penyesuaian 

mekanisme 

perencanaan 

program dan 
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n nasional 

dengan 

anggaran 

20 persen 

dalam 

APBN 

Periode 

2015-

2019.  

lapangan 

(Daerah) 

anggaran 

berbasis kinerja; 

kedua, 

implementasi 

pendekatan 

penyusunan 

Medium Term 

Expenditure 

Framework atau 

Kerangka 

Pengeluaran 

Jangka 

Menengah 

(KPJM) dan 

pendekatan 

penyusunan 

Performance 

Based 

Budgeting atau 

Penganggaran 

Berbasis Kinerja 

(PBK) dalam 

mewujudkan 

pelaksanaan 

anggaran yang 

lebih efektif, 

efisien, 

transparan, dan 

akuntabel; 

ketiga, 

kesadaran 

pemanfaat 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

dalam 

pelaksanaan 

tugas dan 

pengelolaan data 

sebagai sumber 

informasi dalam 

penyusunan 

rencana dan 
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anggaran; 

keempat, 

penguatan 

profesionalisme 

SDM 
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Lampiran 4 Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ 

Lembaga Tahun 2015-2019 
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226 
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238 
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Lampiran 4 Dokumentasi Pengambilan Data Lapangan 

 
Ubaidillah, Koordinator Nasional JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia) 

 

 
Jumono, Koordinator Advokasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Jakarta 
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Badiul Hadi, Program Manager FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi 

Anggaran 

 

 

 
Setyo Budiantoro, Sekretariat SDGs BAPPENAS 
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FGD dengan Badiul Hadi (Fitra), Ari Hardi (JPPI), Tita Ridaya (Komunitas 

Masyarakat untuk Pendidikan Transformatif) 

 

 
Budi Nur Haryanto, Tenaga Ahli DPR RI 
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Diskusi online dengan Yuna Farhan (Koordinator International Budget 

Partnership untuk Indonesia) dan Donny Setiawan (IBP) dan Dwinda Rahman 

(CITA). 

 

 

 

 

 

 


